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Kriteria

(Ps. 190)

Tata Laksana

(Ps.192-)

Muatan
Persetujuan Teknis
(Ps. 138)

Baku Mutu yang

L —P] ditetapkan Menteri

Emisi Rendah
Kegiatan/Usaha
penghasil emisi
Tidak bergerak Emisi Tinggi

— Wajib dilengkapi

Persetujuan teknis

Perbaikan, Maks: 10 Hkerja

10 Hkerja

A 4

Pengajuan
permohonan

Melengkapi, maks:

Persetujuan Teknis
Pemenuhan BMAL

Fmmmm————————— -
1 Dilengkapi kajian

: (Ps. 192 (2) |

I Melalui Sistem Informasi :
: Dokumen Lingkungan |
(Ps. 192 (3) :

I
U

Tidak lengkap
dan/atau
Tidak benar

Tidak lengkap
dan/atau
Tidak benar

Lengkap & Penilaian Memenubhi
Pemeriksaan Benar Substansi persyaratan
kelengkapan (dampak
Kajian emisi tinggi)
(Ps. 194) " Maks: 30 Hkerja

) Tidak Memenuhi
Maks: 2 Hkerja persyaratan
Oleh Pejabat yg

membidangi LH

Penolakan Persetujuan
teknis Pemenuhan Baku
Mutu Air Limbah

Penerbitan
Persetujuan teknis
Pemenuhan Baku
Mutu Emisi

Dapat melibatkan tenaga ahli

Kajian Permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan
Baku Mutu Emisi:

identifikasi surnber Emisi;

informasi data meteorologi;

informasi rona awal kawasan terdampak;
perhitungan Beban Emisi yang dihasilkan;
perhitungan simulasi dispersi untuk menetapkan
kadar maksimum;

6 perhitungan neraca massa;

7. bahan baku dan penunjang;

8.  perhitungan efisiensi;

9.  besaran dampak pembuangan Emisi:

10. nilai mutu Emisi

11. proses produksi;

12. alat pengendali Emisi yang digunakan

13. konsumsi energi yang digunakan;

14. rencana pengelolaan Ermisi; dan

15. rencana pemantauan Emisi dan Udara Ambien.
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standar Teknis pemenuhan Baku
Mutu Emisi
(Ps. 197)

a. Parameter dan nilai Baku Mutu Emisi

b. desain alat pengendali emisi

c. Lokasi titik pengambilan sampel

d. Sumber emisi Wajib pantau dilengkapi dengan nama dan titik Koordinat
e. Sarana-prasarana pengambilan sampel

f. Lokasi dan titik pemantauan udara ambien

g. Kewajiban

h. Larangan

standar Kompeten SDM
(Ps. 198)

—

a. Penanggungjawab pengendalian Pencemaran Udara;

b. Penanggungjawab instalasi alat pengendali emisi; dan

c. Personil yang memiliki kompetensi lainnya sesuai kebutuhan,
yang bersertifikat. (Maks : 1 Tahun setelah SLO Terbit)

Sistem Manajemen lingkungan
(Ps. 199, )

Perencanaan
Pelaksanaan
Pemeriksaan
Tindakan
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Kewajiban:

1.  memiliki alat pengendaii Emisi;

2. menaati Baku Mutu Emisi yang ditetapkan
bagi Usaha dan/ atau Kegiatan;

3. memenubhi persyaratan teknis
pengambilan sampel Emisi;

4.  memantau Mutu Udara ambien dan
konsentrasi Emisi secara berkala;

5. melaksanakan pengurangan dan
pemanfaatan kembali;

6.  memiliki penanggung jawab yang memiliki
kompetensi di bidang perlindungan dan
pengelolaan Mutu Udara;

7.  melakukan perhitungan Beban Emisi;

8.  memiliki Sistem Tanggap Darurat
Pencemaran Udara; dan

9. melaporkan seluruh kewajiban
pengendalian Pencemaran Udara melalui
Sistem Informasi Lingkungan Hidup; dan

Larangan:

1.  membuang Emisi secara langsung atau pelepasan
dadakan;

2. melakukan pembuangan Emisi non-fugitive tidak
melalui cerobong;

3. menambahkan udara ke cerobong setelah alat
pengendali, di luar dari proses operasi kegiatan;

4. tindakan lain yang dilarang dalam Persetujuan

Lingkungan dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan.




PERMOHONAN Menteri, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:

1. Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah;
2. berlokasi di lintas provinsi: dan/atau
3. berlokasi di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas;

Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi

Kepada Menteri / Gubernur /
Walikota/Bupati (Sesuai

Gubernur, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:

Pengajuan Permohonan kewenagannya) 1. Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
Persetujuan Teknis (Ps. 57) 2. berlokasi di lintas daerah kabupaten/kota yang berada dalam 1, (satu) provinsi: dan/atau
(Ps. 135, 3. berlokasi di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;

Melalui Sistem Informasi
Dokumen Lingkungan

Bupati/Walikota, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang :
Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.

Jenis Kajian
(Ps. 133 (3-5), \
Muatan Kajian meliputi:
a. identifikasi sumber Emisi;
b. informasi data meteoroiogi;
c. informasi rona awal kawasan terdampak;
Penentap'a'n Baku Emisi Tinggi . . d. perhitungan Beban Emisi yang dihasilkan;
Mutu Emisi Sumber Persetujuan Teknis e. perhitungan simulasi dispersi untuk menetapkan kadar maksimum;
Tidak bergerak (Ps. 192 £ hit .
. perhitungan neraca massa;
(Ps. 191,192, g. bahan baku dan penunjang;
h. perhitungan efisiensi;
i. besaran dampak pembuangan Emisi:
j. nilai mutu Emisi;
k. proses produksi;
I.  Alat pengendali Emisi yang digunakan
Emisi Rendah m. konsumsi energi yang digunakan;
n. rencana pengelolaan Emisi, dan
0. rencana pemantauan Emisi dan Udara Ambien.
baku mutu yang telah
ditetapkan oleh
Menteri. Metode Kajian Dilakukan melalui penyusunan skenario dampak berdasarkan :
(Ps. 191 (2)) (Ps. 134, a.  Fungsi ekologis di sekitar Usaha dan/atau Kegiatan;

b.  Alokasi beban pencemar air; dan/atau
c.  Teknologi yang akan digunakan pada rencana Usaha dan/atau
Kegiatan.

Ketentuan umum:

a) Dalam hal alokasi beban pencemar air belum ditetapkan, perhitungan Baku Mutu Air Limbah dilakukan melalui prediksi sebaran Air Limbah berdasarkan data
Mutu Air pada segmen atau zonasi Badan Air permukaan pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.

b)  Dalam hal perhitungan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang pada air permukaan lebih longgar dari Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1), pejabat pemberi Persetujuan Teknis wajib menentukan Baku Mutu Air Limbah sama atau lebih ketat dari
Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan Menteri.

c) Dalam hai alokasi beban pencemar air sudah terlewati, Usaha dan/atau Kegiatan tidak diperbolehkan untuk melakukan pembuangan Air Limbah atau
diwajibkan:

i. untuk memanfaatkan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) huruf b; dan/atau
ii. melakukan alternatif iain dalam upaya penurunan beban pencemar air pada sektor lain.

d)  (5) Dalam hal alokasi beban pencemar air sudah terlewati, pejabat pemberi Persetujuan Teknis wajib melakukan evaluasi terhadap Persetujuan Teknis yang

telah diterbitkan.
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